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KEPALA DESA NGASINAN
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGASINAN
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI
| KABUPATEN KENDAL




KEPALA DESA NGASINAN
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGASINAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGASINAN,

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri

Mengingat

2 1.

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah
disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a,

telah dibahas dan  disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan
Desa Ngasinan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Ngasinan tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004! tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukgn
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S6357);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 2435, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
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Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana le:rﬂn Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncggr;.l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?(Jlﬁ Nomor o L
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pa‘fﬂdumﬂn
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.'?
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indoncsia TﬂhL{n
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6623);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor S);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
lentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Stadar Pelayan Minimal Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
lentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi




Pembangunan  Daerah, Tata Cara BEvaluasi Rancangan
Peraturan Dacrah Tentang Rencana Pembangunan .Jnngkfi
Panjang Dacerah Dan Rencana  Pembangunan .Jnrlg_;lc.:t
Menengah  Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, chr:urfn
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 96 TﬂhLH:l 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1444);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan

Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomorl447);

33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
2015 Nomor 158);

34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

35. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5
Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Tahun

tertinggal, dan
Tahun 2016

(Berita Negara

38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

2019
nesia

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

lentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indo
Tahun 2019 Nomor 1203)
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48.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigras; Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum

Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomorl633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturgn Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat
Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menter Keuangan Nomor
222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.07 /2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menter Keuangan Nomor
17/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid — 19)

dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 718);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 /PMK.07/2021
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menter Keuangan
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid — 19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1289);

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 128 /PMK.07 /2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Peraturan Mentri Keuanagan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ...... S

49. Peraturan Mentri Keuanagan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang
Tata Cara Penundaan adatu Pemotongan Dana Alokasi umum
Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak
Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
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.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

Nomor 145 Tahun 2023 Tentang
Negara Republik Indoncsia

Peraturan Mentn Keuanagan
Pengelolaan Dana Desa (Berita
Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 146

Tahun 2023 Tentang

Pengalokasian Dana Desa sctiap  desa, pcn}rﬂh{mnr} dﬂ:
Pengogunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Ncgar
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah :Tcr.tingg:l‘l. Dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas

Penggunaan Dana Dcsa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, E_‘E“
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk

Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
36 Tahun

2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2016 Nomor 36);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha
Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2022 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Sert A No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor

148);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal
tahun 2016 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2018 Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016

tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2017 Nomor 10 Seri A Nomor 3,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal nomor 161 );

Peraturan Daecrah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kendal Tahun Angparan 2017 ( Berita Daerah

Tahun 2016 Nomor 83 Seri A Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
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04,

635.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Dacrah

Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
7 Tahun 2021

fentang tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah
Dacrah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal
Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Pendelegasian Schagian Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
10 Tahun 2013 tentang Pendeclegasian Schagian Kewenangan
Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No.

15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun
2013 tentang Pendelegasian Scbagian Kewenangan Bupati
Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri
E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupatu
Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Sen E

No. 3);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun

2016 Nomor 3 Seri E No. 3);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun

7016Nomor 6 Ser1 E No. 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kendal (Berita

daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 31 sen E No 27);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Bernta




===

Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No.
a1);

72, Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Standarisnsi Beaya dalam Penyusunan Rancangan -"'i”Hﬁ”rf'”
Pendapatan dan thrlnnjn Desn di Kabupaten I{f.'ﬂf.hlll”{f:r”ﬂ
Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri I£ No.
15);

73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 'l't:nl_nnl'{i
Susunan Orpanisasi dan Tata Kerjn Pemerintah Desa  di
Kabupaten Kendal ( Berita Dacrah Kabupaten Kendal tahun
2016 Nomor 80 Seri | no 47 );

74, Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang ’T‘ul-‘:’{
Cara Penpalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa  di
Kabupaten Kendal Penctapan DBesaran Alokasi Dana Desa
Kabupaten Kendal (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 82 Scri E No. 49) Schagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Dacrah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);

75.Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5)
Scbagaimana telah dirubah dengan Pcraturan Bupati Kendal
No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati
Kendal No.5 Tahun 2017 tcntang Penghasilan tetap,
Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa
dan Pcrangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita  Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

76. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017
tentang Petunjuk Tecknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor
38);

77. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016
lentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);

78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penctapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6 ) Scbagaimana telah
dirubah dengan Perturan Bupati Kendal No 31 tahun 2018
Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal(Berita  Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3 1);

79. Peraturan Bupali Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 17 tahun 2016 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor O tahun 2015
lentang Pemilihan Kepala Desa dj Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 13);




RO,

81

82.

83.

84.

85.

86.

87,

88.

89.

90.

Pernturnn Bupati Knbupaten Kendal Nomor 50 Tahun QI]H‘i
lentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak r\ﬂu! Jau
dnn hewenanegnn Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor H0);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019

lentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupat I.{rrntlnl
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penpghasilan Tetap, Tunjangan
dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupalen Kendal
Tahun 2019 Nomor 81);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang qu
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di
KRabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita  Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14) Sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun
2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penctapan
Rincian Dana Desa Sctianp Desa Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2020 (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 13);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 38 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tenlang
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dacrah Dan Retribusi
Dacrah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2020 (Berita dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);

Peraturan Bupati Kendal No. 80 Tahun 2020 tentang
Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 80);

Peraturan Bupali Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Rabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 51);

Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 4):

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2021
tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021 tentang  Perubahan
Ketipa atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016
lentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana

Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 17);
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99.

100.

101,

102,

 Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 tentang

Titn (‘nrn

T 21 tentanp
Peraturan Bupati No 21 Tohun J021

cennnpnn

- ann keunnpas

Pemberinn dan |1¢~1a1;nuu:unﬂum'nlmn I:?::ntl:l:l“q Susun i

Khusus  Kepada Pemerintnh l_hq'.:ﬂ ”“I"l i{:'nlilll Tohun
Kabupaten Kendal (Berita Dacrah  Kabupa

202 w21

221 Nomon ) .. | Pr“m“h””

Tahun 2021 tentnmngg !
B Tahun 201 ¢

ati Kendal Nomor o

| nerimann lain =
Tunjanpan, dan Peneriman

Pernturan Bupati No 20
Ketiga atas Peraturan Bup

tentang Penphasilan Tetap, Peranglkat  Desn (
lain  vang sah o bag kepala Desa '{lnn ( i:fmhll Tahun
Hnlﬂlimtt‘n Kendal (Beritn Dacrah Kkabupaoten i

2021 Nomor 20);
S : 2021 tentang
Peraturan Bupati Kendal Nomot 43 Tahun 2l

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor K5 :*“:“mr
2020 tentang  Analisa  Harga o satuan I‘rl:ur_mnn* ltlt“:jl:;ff
Pekerjaan Umum kabupaten Kendal Tahun .‘\II}{I:HI'H}I:I‘ 4V4
{Burit.:a Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 43); |
Rencnnn Kern

- T 27022 (Beritn
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berl

-. i s .
Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomot S3);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tonhun 2023 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati kendal Nomor 10
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah Kepada Di‘.f:-lu cl
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2023 Nomor 23),

Peraturan Bupati No 62 Tahun 2021 tentang Pengalokasian
Bagian dari Hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah kepada
Desa Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Dacrah

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);

. Keputusan Bupati No 900/157/2022 tentang  Penctapan

Pencrima Dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Desa Berbasis Dusun Di Kabupaten Kendal Tahun

Anggaran 2022;

Keputusan Camat Welern Nomor 142/41/2023 Tanggal 29
Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Ngasinan Kecamatan Welert Kabupaten Kendal Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023;

Peraturan Desa  Ngasinan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngasinan
Kecamatan Welen Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa
Ngasinan Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Desa  Ngasinan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngasinan
(Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Kepala Desa Ngasinan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain yvang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa hgu*&inun
Kecamatan Weleri Tahun Anpggaran 2019 (Lembaran Desa
Ngasinan Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Desa Ngasinan Nomor 1 Tahun 2021 lentang

Laporan Pertanggungjuwaban  Anggaran Pendapatan  dan

Belanja Desa Ngasinan Tahun 2020 (Lembara | ‘
= ‘ an Des TS
Tahun 2021 Nomor 1): { esa Ngasinan




103, Peraturan Dean Npnsinan Nomar 2 Tahun 2019 tentang Daltar

Kewenangan  Dean Derdasarkan  Hak  Asal  Usul  Dan
Kewenangnn Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Ngasinan
Tashun 2019 Nomor 2):

104, Peraturan Dess Neasinan Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDeaa) Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Desa Npasinan Tahun 2023 Nomor 3);

BADAN PERMUSYAWARATAN DIESA NGASINAN
clan
KIEPALA DIESA NGASINAN

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN  DESA  NGASINAN  TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
. Camat adalah Pcrangkat Dacrah yang mempunyai wilayah kerja

10.

11.

12.

Dacrah adalah Kabupaten Kendal,

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Kendal.

di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.

. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemcerintahan, kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistemm pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah  penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
scbagal unsur penycelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala
Desa di Dacrah.

Pecrangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas
Sckretanat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  lembaga vyang
melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya
merupakan wakil dar penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis,

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun;




11. . . 4 - . & .
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya dischut RKPDecsa,

:ldlnlnh penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu | (satu)
ahun.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sclanjutnya disingkat

} 8
APB Dcsa adalah rencana kcuangan tahunan pemerintahan

desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belan; i
e i L - "-Ln -ﬂ D g fs
sebagai berikut: ] csa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian

1. Pendapatan Desa

1.889.314.006,00
2. Belanja Desa

1.911.314.006,00

3. Pembiayaan Desa 22.000.000,00

Pasal 3

1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

4.1 Pendapatan Asli Desa 307.064.000,00

4.2 Pendapatan Transfer 1.582.250.006,00

4.3 Pendapatan Lain-lain )

Jumlah Pendapatan

0.00

1889.314.006,00

2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah DesaRp. 703.240.206,00
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 470.669.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 80.801.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 572.785.200,00
e. Bidang Tak Terduga Rp. 83.818.600,00

Jumlah Belanja Rp. 1.911.314.006,00

3) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari -

a. Penernmaan Pembiayaan Rp. 22.000.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. . __0,-

Pembiayaan Netto(a-b) Rp. 22.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,-
Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
terdiri dari :

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Des;

2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Aplikasi Siskeudes.



Pasal 5

Ijﬂmplf‘an-lamp‘iran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dar; Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini dilaksanakan terhitung mulai 1 Januari 2024.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang
dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ngasinan

Pada tanggal 28 Desember 2023

oy o
'(MOH.KUZAENI)

Diundangkan di Ngasinan

Telah di Evaluasi Bupati/walikota

Camat Welen

(Drs. DWI CAHYONO SURYO, MAP)
Pembina Tk. I
NIP : 19690418 199009 1 001 001




LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGASINAN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA DES/

AN
GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGASINAN

TAHUN ANGGARAN 2024
enis APBDes : APBDes Awal
KODE REK
o ANGGARAN KETERANGAN
3 (Rp) I
— I A — 2 3 O 4
‘. PENDAPATAN ]
41 Pendapatan Asli Desa 00000 |
307.0e4. :
42 Pendapatan Transfer
[ 1.582 250.006,00
43 Pendapatan Lain-lain 0.00 |
JUMLAH PENDAPATAR B 1.889.314.006,00
K _-_-__-_-_-__________ * . = '_
5. BELANJA | o
5 1 Belanja Pegawai £23.349030,00 |
52 Belanja Ba rang dan Jass 402 453 070,00
5 3 | Belanja Modal Q01.693 306.00
54 Belanja Tidak Terd uga 83 818 600.00
—_—
JUMLAH EEE..AHJA 1.911.314.006,00
I — e - — :_
B SURPLUS / (DEFISIT) (22.000.000,00)
ESMDERSH)| :
6. l— PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 22.000.000.00
61.1. SILPA Tahun Sebelumnya [ 2 'EﬁlelE!- EIISEI-!;U-
PENBAYARN NETTC
SISA LEBIN F‘EMEIAYAAH ANGGARAN 0,00
T BIPAT Y
PN Eﬂa 30 Desember 2023
Xy
Sy
F P
A.'ﬁ:r / HEﬁ ﬂ\ NGASINAN
A 'C! et

Printed by Siskeudes 30/12/2023 10.56 38 Halaman 1




ANGQG

ianis APBDeS . APBDes Awal

B

| AMIRAN
P RATUIEAN
MOAROL B TAHUIM S0

1T NTAMN

ANCOATEAMN 1 HH-\!‘MMI |

i LA B IAHIMNAN

AM AN A D

AR *
h:\N I‘it NDAPATAN DAN D1 ANJA DIESA
PEMERINTAN DESA NOASINAN

TAHUN ANGGARAN 2024

r"".—-—--:--__. —— e
NODLE | — e ————
RERENING URAIAN ANGIOARAN AUMIE RDANA
|...--1-"'"_' - S — { Hp) I .
| —T1— e B .
4. PENDAPATAN o — . i I —
41 Fendapatan Asl Desa
07 0da 000 00
42 Pendapatan Transte
1 AN 250 006 )
43 Pendapatan Lain-lain 0.00
1 —— S— i ‘
JUMLAN PENDAPATAN .000.314.008,00
5. | BELANJA B .
BIDANG . G
1 : PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 702,240,206,00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siitap, Tunja %.000,00
Pemerintahan Desa P, Tunjangan dan Operaslonal 640,705,000,
| . N .
1.1.01 Penyadiaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa A2 120 000,00 | ADD,
1.101 | 54, Belanja Pegawai A3 120 000,00
1.1 \-.I‘: P[‘ﬂ}"t‘ﬂj'ﬂﬂ“ F'Ef‘l_-:‘.lh&‘l‘:iﬂ..‘lﬁ Tt‘lﬂp dan “'ﬁ,ﬂ"gﬂ \ F\t\“‘"qhnt Dosa M0 195 ﬂj“”ﬂ ALY 1w
11.02 51 E’E"lﬂﬂ}ﬂ Pl‘ﬂﬂ\\ﬂi 209 19% 630,00
1.1.03 Penyadiaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Feranghkal Desa 10 A5 60000 | PAD
11053 | 51 Belanja Pegawai 10 A%1 600,00
1102 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPRD dan PPK 63 500 900,00 | PAD, PO
D all)
1.104 | 52 Belanja Barang dan Jasn 6.1 582 900,00
1105 Penyediaan Tunjangan BPD 34 359 000,00 | ADD, PBH
1105 | 5.1. Belanja Pegawal 34359 000,00
1108 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seraga 7122.070,00 | ADD, PAD
m. Listnk dil)
1105 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7122 970,00
1107 Penyediaan Insentif’fOperasional RT/RW 29520 000,00 | PAD
1107 | 82 Belanja Barang dan Jasa 20 520 000,00
1108 Penyediaan Operastonal Pemenntah Desa yang bersumber dan Dana Des 2313108000 | DS
a
1106 | 52 Belanja Barang dan Jasa 23.131.080,00
11.91 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagl Kepala Desa (Hasil Pengololaan T 44 12400000 | rap
anah Bengkok)
11@2 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Peranghal Desa (Hasil Pengelolaa 80 188 800,00 | PAD
n Tanah Benghoh)
1 1.2 Penyediaan Sarana Prasarana pPemerintahan Desa 12.924.106,00
|

—_—

——————————————————————————————

TUTTTE T 5001220238 10 56 49
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Penyelenggaraan T
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‘ aan, Keuangan

Penyelengqaragn
Reguter) .

Ll
o

Yawara
h Perencanaan DesaPembahasan APBDes (

Belana Bara "9 dan Jasg

Penyelengaaraan .
Regquler) Aosravaran Desa Lainnya (Musdus rembug desa N
LIy q desa Non

Belana Barang dan Jasa
Penyus

unan Doburmen Perencanaan Dess

(RPJMDesaRyk
Eelanja Barang dan Jasa Desa/RKPDesa dil)

Pengelslaan Admine

trasi/ Inventafi'ia!ifpemlahn Aset Dess
E=lanja Barang dan 42

=4

. LPPDesa dan Informasi Kepada Masy
Belanja Barang dan Jaea

pengembangan Sistemn Informasi Desqa

Be'anja Barang dan Jasa

BIDANG PELAKSAN

AAN FEMEAHGHHAH DESA

Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaran PAUD

 (Honer, Pakaian i) ITRITPAITYAITPQMadrasah NonFormal Millk Des

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenqgqaras . Keen -
KB Jé:h} a3 n Pos Kesehatan Desa/Polindes Millk Desa (obal, Insent,
Exlz2nja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Posyandu (Min Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentf)

Eelanja Barang dan Jasa
Eelana Meogal

Penyelenggaraan Deza Siaga Kesehatan
Belanya Barang dan Jasa

Sub Eidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan/Rehabillas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Perrnukeman **)

Eclanja Modal

Pembangunan/fehabitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)

Btz Fi i 1Ahea!

12 924 100.00

12 624 106,00

7.632.120,00

7632 120,00
7632 120,00

15.970.000,00
12 A00 000.00

12 AD0 000 00
7.153 000,00

7.153.000.00
B 125 000,00
8 125 000,00
3200 000,00
3 200 000,00
3,000 060,00

3 000.000,00
2.000.000,00
2 000 000,00

470.669.000,00

0.000.000,00
0 000 000,00

9. 000 000,00

70.855.000,00
33.750 000,00

33.750 000,00
35205 000,00

34 705 000,00

500.000,00
2.000 000,00
2 000 000,00

238.214.000,00
147 026 000,00

147 026 000,00
91186 000 00

01 188 000,00
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L R A

ﬁf URAIAN —

(NINO :RDANA
gkt — ANGGARAN SUMBER
| 2 — R

I J (Rp) -
" Sub Bldang Parhutyyy A
6 If)an, Komunikpg dan Inf
0 Panyolenganrmnn Informag| Publik Do (P Normatiky 162.600.000,00
2 fi "0 (P -
| 62 Belanja Barang dan Jaga tor, Dalihg 0n) 2 600 000,00 | DOS
26071 |
Pembangunan/Rehablingsip 2.500.000,00
605 . . SWPoningkatan "
] ransportasi Dosn Pongadann Sarana & Prasarana T 150.000.000,00 | PBP
o5 | 83 Bolanja Modal ;
150.000.000,0
IDANG PEM :
; DIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAR =
", Sub Bidang Ketonteraman, Kotortiban 00.601,000,
' Masyarakat 40 Umum dan Porlindungan 16.660.000,00
Koordinasl Pembinan

03 n Keamann
3 Lokal Dean . Ketortiban & Paringunqgan Masy. Skala 15.660.000,00 | PAD
1103 | 5.2 Baelanja Barang dan Jnan

15.660.000,00
12 Sub Bidang Kobudayaan dan Koagamaan 12.000.000,00

03 Penyelenggaran Festival Kasonl; e

32 T RI, Raya Keagamaan dil nlan, Mnimnbuclnynnn. dan Kegamaan (HU 12.000.000,00 | PAD

¥ Belanja Barang dan Jasa
3203 | 9 12.000.000,00
Sub Bldang K
1.3. ) Repemudaan dan Olahraga 4.655.000,00
Pembinaan Karn
1306 ngtaruna/Kiub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 4.655.000,00 | PAD
n Belanja Bara

3306 | 5.2 ja Barang dan Jasa 4.655.000,00

14. Sub Bldang Kelembagaan Masayarakat 48.486.000,00

314,02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1,250.000,00 | PAD

34 02 2. EB'ﬂﬂiﬂ Enrung dan Jasa 1.250.000.00

14.03 Pembinaan PKK 42.236.000,00 | PAD

1403 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 39.236.000,00

3403 | 52 Belanja Modal 3.000.000,00

34 91 Pembinaan dan Operaslonal KPMD 5.000.000,00 | PBP

3491 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 572.785.200,00

4.2. Sub Bidang Pertanlan dan Peternakan 84.340.000,00

4201 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi 13.610.000,00 | DDS

lingan)
4201 | 53 Belanja Modal 13.610.000,00
4205 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet 70.730.000,00 | pDDS
ernakan

4205 | 52, Belanja Barang dan Jasa 70.730.000,00

4.3, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5.000.000,00

4302 Peningkatan Kapalitas Perangkat Desa 5.000.000,00 | DDS

1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

41 Sub Bldang Perdagangan dan Perindustrian BRI ESRS

4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Millk Desa 483.445.200,00 | DDs, PBK, PBP

4

4702 | 53, Belanja Modal H0 240,200, 00

L BIDANG PEHANGGULﬁHGﬁ" BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 83.818.600,00
11.610.600,00

. Sub Bldang Penanggulangan Bencana

3nr1zr_2-uza 10.56.50 Halaman 3




Kegialan Penangqu

ANan Bencana
n!‘?hﬁ]n Tidak Tﬁrdug;

Belanja Tidax Terduga

ANGGARAN SUMBERDANA
(Rp)

‘ 5
1141860000 [ DOS
72.000.000,00
72 000 000,00 | DDS

72 000 000.00

| JUMLAH BELAN A

{.911.314.006,00

SURPLUS / (DEFIg T,

(22.000.000,00)

6. | PEMBIAYAAN

6 1 Penernmaan Pembiayaan
22.000 000.00
EEME!AYMH NETTC
| 22.000.000,00 |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM
0,00

e
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